-SALINAN-

BUPATI ASMAT
PROVINSI PAPIJA SEILLATAN

N BUPATI ASMAT
65 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI

Menimbang

KOT.OF BRAZA DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2023

BUPATI ASMAT,

bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonami  Khusus  hagi  Pravinsi  Papna  memherikan
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang
dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah

administratif Provinsi Papua,;

vaiiwa peayelenggaraan peodidikan di Kabupaien/Kota da
seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-
sub sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

an ey s o w
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bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah
dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan perundang-undangan:

bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan
pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung
jawab keluarga, pemecrintah dan masyarakat untuk
menghasilkan sumber dayva manusia yang berkualitas;

bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum
efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang
bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua
maupuil dengan daerah lainnya di Indonesia;

bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing
dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu
melaksanakan yang bernilai unggul Asmat;

bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu
adanva pendirian sekolah;

h.bahwa ........ /2
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a, b, ¢, d, e, f. dan g, ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Renublik  Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tamhahan
Lembaran Negara Nomor 2097};

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomar 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697):

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupatenn Tolixara, Kabupaten Waropen, Rabupaici
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten
Wondama di Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
129, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor

4245):;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneisa Nomor 4301};

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan
Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonsia Nomor 4965 );
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Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
Penjamin Mutu Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimaiia sebagaimana telah diubali beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan lLembaran Negara Renublik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sehagaimana sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
684 1);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
T muvalnmdimen WTmmmems Tl 1) Tan A mcn mmi s MM laaaen AN AT ainn nan A
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

10400 tantaonag Pendidilran Dacar [ T amharan Neoaras Tahiin
A0 lenlang rendidixan asar | Lembaran Megara lanpun

1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412} ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496):

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indinesia  Tahun 2005  Nomor
140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

20.Peraturan Pemernintah............... /4
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
pemerintah, Pemeritah daerah, provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota ({(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah { Berita Negra
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah

T a0 WT R L) 1.1 T 1 N moo aTat Kol %1 1 ey
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

Pergturan Daerah Kahunaten Aemat Nomor 13 Tahun 2014
) a nra e m s b LT B LN g I‘lrl“\av“ A R el e bl N - SN - A AL L Wtk ok L I P )

tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 13};

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2022
tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 7 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 {Lembaran Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Bupati Asmat Nomor 76 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2023 { Berita Daerah
Kabupaten Asmat Tahun 2022Nomaor 76}

MEMUTUSKAN :

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan

MW n~rrngr: IFAlAf Deamra AAasmcraes  samen ooem mrom ea :n"-n-\b T el Loy PNy
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pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

: Penanggungjawab pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

{(SMP) Persiapan Negeri Kolof Braza dalam DIKTUM KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyuisun perencanaan, pembangunan sarana dan
prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, perangkat
keras dan lunak serta sertifikasi lahan area Sekolah
Menengah Pertama (SMP} Persiapan Negeri Kolof Braza
dan kegiatan-kegiatan lainnya;

2. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan
pengajaran formal melalui program dan kegiatan
pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional;

3.Berkoordinasi............. /5
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3. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
lainnva baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan,
pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Persiapan Negeri Kolof Braza;

4. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan
pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Persiapan Negeri Kolof Braza dimulai pada tahun ajaran

2023;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Asmat.
KETIGA : Hal-hal yang belum diatur Pada Keputusan Bupati ini akan

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati tersendiri.

KEEMPAT : Segala biaya vyang dikeluarkan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibayarkan berdasarkan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten
Asmat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada tanggal, 09 Agustus 2023

RIUIPATI ASMAT
ttd
ELISA KAMBU
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PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS PENDIDIKAN

Jatan Pemda G4 No. 15 Distrik Agats 99777
Email : emall@dikmudora-asmatkab.org | Website ;hitp://dikmudora-asmatkab,org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN ASMAT
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TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PERSIAPAN NEGERI
KOLOF BRRAZA DI KARUPATEN ASMAT TAHIIN 2022
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

;A

Babwa Undang-Undang Nomor 21 Tabun 2001 tentang
Otonomi  Khusus bagi Provinsi Papua memberikan
kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk
menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan
jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif

Provinsi Papua ;

. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di

seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sub
sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan
menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua ;

. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem

Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan
pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing,
membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan
sesual dengan perundang-undangan yang berlaku ;

. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan

pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab
keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas ;

. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum

efektif dan belum menunjukan angka yang signifikan,
mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang

I
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maupun dengan daerah lainnya di Indonesia ;

Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber
daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar
ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat
diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan
melalui  pendidikan yang bermutu sehingga  perlu
melaksanakan yang bernilai unggul Asmat ;

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar
mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu
adanya ljin Operasional sekolah ;

h. Bahwa untuk..../2
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. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c,

huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu ditetapkan

- - T

dengan Surai Keputusan Kepaia Dinas rendidikan Kabupaten
Asmat.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten kabupaten

M mim i A3 T Davat (T asalemom o arn Tl Nan
Otonom di Provinsi Irian Barat |LETTIDATAT] Negara Tahiun 19659

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) ;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151} ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong
Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan
Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara,
Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoei, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten
Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4245) ;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Negara Nomor 4310) ;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Tahun

nn £
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah {Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan

Ly 8] 7 T Al
Dosen {Lf:mbaran I\Jbgcua Tahun 2005 Nomor 157 , Tambahan

LLembaran Negara Nomor 4586) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang

Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;

11. Peraturan Pemerintah ..... /3
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor
37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga

Pendidikaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentan

E SR U §- L A § S rALL i a a P
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Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3485) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

N e e k]

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 4941) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

: ljin Operasional Sekolah Menengah Pertama ( SMP) Persiapan

Negeri Kolof Braza dengan penanggung jawab pengelolaan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

: Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Persiapan

Negeri Kolof Braza (SMP) dalam DIKTUM PERTAMA

mempunyal tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan
pengajaran formal melalui program dan kegiatan
pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional ;

2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun
Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan,
pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Menengah
Pertama Persiapan Negeri Kolof Braza ;

3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan
pengajaran pada Sekolah Menengah Pertama Persiapan
Negeri Kolof Braza dimulai pada tahun ajaran 2023 ;



4. Melaporkan hasil ..../4
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4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati
Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini
akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 08 Agustus 2023

NI s vPEMBINA
NIP. 19720628 199305 2001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Departemen Pendidikan Kebudayaan ,Riset dan Teknologi ;
Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan di Merauke ;
Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;

Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats ;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats ;
Pertinggal.
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